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KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 

70/HK.01.01/K.ST-11/09/2024 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN 

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN SERENTAK 

TAHUN 2024 DI KOTA PALU 

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas 

Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dibentuk Kelompok Kerja 

Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri. 

- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali 

oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, 

Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 

- Dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota 

Palu ini diatur pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas 

Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Serentak 

Tahun 2024 di Kota Palu, dengan nama-nama sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kelompok Kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas 

melakukan pengawasn Netralitas Pegawas ASN, Anggota TNI, dan 

Anggota Polri, mengindentifikasi potensi kerawanan, membuat kajian dan 

menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, 

Anggota TNI, dan Anggota Polri di Kota Palu.   

CATATAN : - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 September 

2024. 

- Lamp: 2 Hlm.  

 


